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Abstrak: Penelitian ini membahas Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan dan Informasi Publik Di 

Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang membuat setiap lembaga publik bertanggung jawab untuk 

menyediakan informasi publik yang cepat, aktual, tepat waktu, murah, dan mudah diakses. Membuat standar 

untuk manajemen layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

Setiap badan publik harus menunjuk PPID untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan 

dokumentasi. PPID harus memberikan informasi yang berkualitas, relevan, dan mudah diakses kepada 

masyarakat.Kualitas layanan informasi yang diberikan oleh PPID dapat dinilai berdasarkan ketepatan informasi, 

kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pembaharuan informasi yang baik. Produk layanan PPID harus 

memenuhi standar, termasuk kualitas dan hasil layanan yang memenuhi standar. Peraturan dan tanggung jawab 

yang jelas mengatur layanan informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mencatat, menyediakan, dan memberikan layanan informasi publik 

yang berkualitas tinggi dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelayanan informasi publik 

masih menjadi tantangan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Palembang di cabut dan dinyatan tidak berlaku. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik purposive sampling 

digunakan untuk memilih narasumber. Peneliti memilih narasumber berdasarkan karakteristik yang relevan 

dengan tujuan penelitian, dan mereka diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Wawancara, observasi, dan studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Data primer, 

sekunder, dan data online digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan. Menurut temuan penelitian 1), faktor 

komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor sudah cukup baik karena, setiap kali ada kebijakan baru, 

pembuat kebijakan langsung mengkomunikasikannya kepada implementor masing-masing melalui sosialisasi. 2) 

Petugas seksi pelayanan informasi publik gagal memenuhi faktor sumber daya dalam menerapkan kebijakan 

keterbukaan informasi publik. Ini terjadi karena jumlah staf yang tidak memadai dan kekurangan fasilitas yang 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, kurangnya salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan 

tantangan, seperti data peneliti sebelumnya. 

 

Kata kunci: Faktor Pendorong dan Penghambat Keterbukaan, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Pemerintah 

Kota Palembang 

Abstract: This study examines the driving and inhibiting factors of openness and public information in the 

Communication and Informatics Agency of Palembang City. It highlights the responsibility of public institutions 

to provide timely, accurate, cost-effective, and easily accessible public information. The research establishes 

standards for information management and documentation services within the Ministry of Home Affairs and local 

government. It emphasizes the necessity for public bodies to appoint Information and Documentation 

Management Officers (PPID) to oversee information management tasks. The quality of information services 

provided by PPID is evaluated based on the accuracy of information, alignment with community needs, and 

effective information updates. Service products from PPID are required to meet established standards, ensuring 

both quality and satisfactory service outcomes. Clear regulations and responsibilities govern the information and 

documentation services at the Ministry of Home Affairs and local government. Ultimately, PPID is tasked with 

storing, recording, providing, and ensuring the availability of high-quality and accessible public information 

services. 
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This qualitative study employs purposive sampling to select informants based on characteristics relevant to the 

research objectives. The chosen informants are expected to provide answers to the research questions. Data 

collection methods include interviews, observations, and document studies. The research utilizes primary, 

secondary, and online data to support its findings. 

Keywords: Factors Encouraging and Inhibiting Openness,  Information Management, Palembang City 

Government Environment 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. dalam UUD pasal 1 ayat dua 

tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan ialah ditangan warga serta dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat)”. dengan demikian masyarakat mempunyai 

kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena semua warga Indonesia tak mungkin berkumpul di suatu saat dan di 

suatu kawasan buat memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yg terdapat ditangan 

warga itu, dilakukan sepenuhnya sang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Thaib, 1998: 9-10). keliru satu model 

berasal penerapan sistem demokrasi merupakan adanya kebijakan Keterbukaan isu Publik (KIP) yang diatur pada 

UU no.14 tahun 2008. UU KIP kebijakan Keterbukaan berita Publik tersebut secara resmi disahkan pada 30 April 

lalu undang-undang tersebut resmi diberlakukan pada 1 Mei 2010. pada implementasi keterbukaan isu publik tadi, 

badan publik sebagai pelayan publik wajib menjalankan kebijakan dengan cara menyediakan fasilitas berupa 

informasi publik (Yuono, 2023). 

Pada zaman globalisasi ini, dampaknya yang signifikan dapat telrlihat dari pelsatnya kelmajulan telknologi, yang 

ditandai delngan pelningkatan dalam aliran informasi dan komulnikasi. Pelnggulnaan meldia sosial tellah melmelnulhi 

kelbultulhan layanan informasi pulblik delngan adanya pelrkelmbangan telknologi informasi dan komulnikasi. Seljulmlah 

meldia sosial tellah mulncull melnjadi pelrantara yang melmfasilitasi komulnikasi, telrultama bagi pelmelrintah, ulntulk 

melnyelbarkan informasi mellaluli intelrnelt. Selsulai hasil sulrveli APJI (Asosiasi Pelnggulna Jasa Intelrnelt), data statistik 

melnulnjulkkan bahwa pada tahuln 2020, julmlah pelnggulna intelrnelt melncapai 196 julta pelnduldulk ataul selkitar 73,7%. 

Hal ini melngindikasikan bahwa meldia sosial selcara tidak langsulng julga melmbelrikan pelngarulh belrbagai aspelk, 

diantaranya cara kelrja Pelmelrintahan dalam bidang protokol dan komulnikasi pimpinan (Maryam elt al., 2022). 

Mellaluli telknologi intelrnelt telrultama meldia massa, tanpa haruls belrtelmul delngan jarak belribul-ribul mil puln Bidang 

Protokol dan Komulnikasi Pimpinan dapat mellakulkan komulnikasi delngan pulbliknya. (APJI Asosiasi Pelnggulna 

Jasa intelrnelt, 2020). Melnulrult UlUl No. 14 Tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Pulblik, yang melrulpakan 

inisiatif pelmelrintah selbagai komitmeln ulntulk mellindulngi dan melnjamin hak pulblik telrhadap informasi-informasi 

pelnting, Protokol dan Komulnikasi Pimpinan pelmelrintah ditelmpatkan ulntulk melmastikan pelmelnulhan hak pulblik 

telrhadap informasi telrselbult(Sapultra elt al., n.d.). 

Melningkatkan kelpelrcayaan pulblik dan melncapai good govelrnancel ialah tuljulan dari transparansi pelmelrintah 

mellaluli keltelrbulkaan informasi pulblik. Pelrulbahan dalam pelnyeldiaan layanan dan pelnyelbaran isul pulblik delngan 

melnggulnakan el-govelrnmelnt seljalan delngan kelmajulan telknologi komulnikasi dan belrita. Ini belrtuljulan ulntulk 

melngulbah rulang pulblik melnjadi lelbih elfisieln, transparan, dan melmulsatkan pelrhatian pada keltelrbulkaan aksels bagi 

masyarakat. Selmakin telrbulka delwan pulblik dan belsarnya kulalitas sistelm yang dirasakan dalam hal transparansi 

informasi dan el-govelrnmelnt, akan selmakin melningkatkan kelpelrcayaan masyarakat telrhadap institulsi yang 

melngellola sistelm telrselbult. Hal ini melnelgaskan pelrlulnya transparansi dalam keltelrbulkaan informasi pulblik. 

Keltelrbulkaan informasi pulblik melmbelri warga hak ulntulk melmahami kelgiatan pelmelrintah, mellaksanakan fulngsi 

pelngawasan, dan belrpelran pelnting dalam delmokrasi. Ulntulk melngellola keltelrbulkaan informasi pulblik ini, diadopsi 

kelbijakan UlUl No 14 Tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Pulblik (Agulstino, n.d.). 
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Melngelvalulasi kelbijakan KIP (Keltelrbulkaan Informasi Pulblik) adalah langkah ulntulk melmelnulhi Hak Asasi 

Manulsia (HAM), karelna informasi pulblik adalah kelbultulhan elselnsial bagi selmula individul. Delngan keltelrbulkaan 

informasi, masyarakat dapat melngawasi peljabat dan tulrult selrta dalam prosels pelmelrintahan yang telngah belrjalan. 

Keltelrbulkaan informasi pulblik ialah indikator good govelrnancel yang pelnting dalam melnelrapkan prinsip-prinsip 

good govelrnancel, pelmelrintah haruls melmiliki kelsadaran akan kelwajiban melrelka ulntulk melmbelrikan informasi 

pulblik kelpada masyarakat. Olelh karelnanya, pelmelrintah selharulsnya belrkomitmeln ulntulk melningkatkan 

transparansi melrelka (Prabowo, n.d.).  

Salah satul ciri pelmelrintahan yang baik adalah pelmelrintahan yang telrbulka. Pelmelrintahan dapat dianggap baik jika 

manajelmelnnya solid, belrtanggulng jawab, dan belrprinsip delmokrasi. Dalam kontelks good govelrnancel, telrdapat 

dula arah ultama. Arah pelrtama adalah arah nelgara, yang melngindikasikan bahwa pelmelrintahan haruls belrtuljulan 

ulntulk melncapai tuljulan nasional. Arah keldula ialah pelmelrintahan haruls belrfulngsi selcara optimal, yang belrarti 

belkelrja delngan elfelktif dan elfisieln ulntulk melncapai tuljulan nasional (Seltiaman, n.d.).  

Pelmelrintah Kota Palelmbang selbagai elntitas pulblik pastinya belrulsaha melwuljuldkan good govelrnancel. Salah satul 

langkah yang diambil adalah melnelrapkan kelbijakan keltelrbulkaan informasi pulblik agar kelbultulhan informasi 

pulblik warga Kota Palelmbang dapat telrpelnulhi. Pada tahuln 2015, Pelmelrintah Kota Palelmbang, telrultama bagian 

Dinas Komulnikasi dan Informatika (Diskominfo), melraih pelringkat keltiga dalam acara Kominfo Award di antara 

27 pelmelrintahan kota dan kabulpateln di Sulmatelra Sellatan. Pelnghargaan telrselbult dibelrikan karelna Kota Palelmbang 

belrhasil melnelrapkan keltelrbulkaan informasi pulblik belrdasarkan pada kelteltapan UlUl KIP (Keltelrbulkaan Informasi 

Pulblik) delngan lelngkap (Aritonang., n.d.). 

Selsuldah pelrulbahan strulktulr pada Janulari 2017, Dinas Pelrhulbulngan dan Dinas Komulnikasi dan Informatika tellah 

melmpulnyai fokuls yang belrbelda. Salah satul tulgas yang ditangani olelh Delpartelmeln Komulnikasi dan Informatika 

(Kominfo) adalah melngatulr kelbijakan telrkait keltelrbulkaan informasi pulblik. Selbagai karyawan barul, melrelka haruls 

melrelncanakan pelkelrjaan ultama melrelka, salah satulnya adalah melnelrapkan kelbijakan keltelrbulkaan informasi 

pulblik. Delngan melmpelrtimbangkan pelncapaian yang tellah dipelrolelh saat Dinas Kominfo dan Dinas Pelrhulbulngan 

masih belrsatul, peltulgas yang belrtanggulng jawab atas pelngellolaan masalah pulblik selharulsnya melnjalankan tulgas 

melrelka delngan kompelteln dan belrtanggulng jawab. Jika melrelka mellakulkannya, maka Dinas Kominfo akan 

melnelrima pelngakulan selrulpa selpelrti yang dibelrikan kelpada dinas lain (Alulvianti, 2022). 

Telrultama dalam hal pellayanan informasi pulblik, para pelnelliti ingin melngeltahuli kelndala apa yang dihadapi olelh 

Diskominfo pelmelrintahan kota Palelmbang dalam melnelrapkan kelbijakan keltelrbulkaan informasi pulblik, 

melngingat bahwa Dinas Kominfo barul dibelntulk pada tahuln 2017 (Laporan Akulntabilitas Kinelrja Lnstansi 

Pelmelrintah (LAKIP) Dinas Komulnikasi Informatika Dan Statistik (Diskominfotik) Kabulpateln Bandulng Barat 

Tahuln 2020. (2020)., n.d.). 

 

 

LITERATUR RIVIEW 

Belrasal belbelrapa pelnellitian selbellulmnya telrdapat belbelrapa poin yang kulrang maksimal telrhadap masalah 

Keltelrbulkaan selrta informasi Pulblik di Dinas Komulnikasi Informatika. dalam pelnellitian ini akan melngkaji dalam 

Keltelrbulkaan dan informasi Pulblik di Dinas Komulnikasi Informatika. Disini pelnelliti ingin melngkaji telntang 

Keltelrbulkaan dan informasi Pulblik pada Dinas Komulnikasi Informatika melnggulnakan melmakai telori melnulrult 

krina. Melnulrult krina melndelfinisikan keltelrbulkaan selbagai prinsip – prinsip yang melnjamin aksels ataul kelbelbasan 

bagi seltiap orang ulntulk melmpelrolelh informasi telntang pelnyellelnggaran pelmelrintahan, yakni informasi teltang 

kelbijakan prosels pelmbulatan dan pellaksanaanya selrta hasil hasil yang telrcapai. Keltelrbulkaan informasi pulblik 

khulsulsnya di delsa  melrulpakan salah satul pilar kelbelbasan belrelksprelsi selrta pilar delmokrasi, transparansi dan good 

govelrnancel. Dalam ulndang ulndang telrselbult, hak masyarakat ulntulk melndapatkan informasi melndapatkan 

jaminan, dan implelmelntasi kelbijakan keltelrbulkaan informasi pulblik melnjadi salah satul ulpaya pelmelnulhan Hak 

asasi manulsia ( HAM ). 

Keltelrbulkaan informasi pulblik adalah sulatul sarana melnwuljuldkan pelmelrintahan yang baik dan delmokratis 

selkaliguls selbagai sarana pelngamatan masyarakat telrhadap kelbijakan pulblik, masyarakat dijamin hak nya ulntulk 
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melndapatkan informasi pulblik selpanjang informasi pulblik yang di dapat telrselbult bulkan informasi yang di larang 

olelh pelratulran pelrulndang – ulndang ulntulk diulmulmkan ataul dibelrikan akan melmbahayakan kelpada kelpeltingan 

pulblik ataul melngganggul kelhidulpan masyarakat.  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Informan  pelnellitian ini adalah narasulmbelr yang 

dipelrcaya bisa melmbelri informasi yang dipelrlulkan delngan pelnellitian. 

No  Nama  Jabatan  

1.  Adi zahri  PLT Kelpala Dinas  Komulnikasi Dan Informatika  

2.  Aguls Wijayanto Nulgroho Keltula Selksi Pellayanan Informasi Pulblik Keltula Bidang Pelnyellelsaian 

Selngkelta Informasi Pulblik 

3.  Drs.Yadi Wikarsa M.Si. Kelpala Bidang Aplikasi Informatika 

4.   Masyarakat  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi masyarakat dan respon lingkungan yang menjadi objek 

penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bisa ditujukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap suatu 

ilmu yang diterapkan. Menerapkan teknik pengumpulan data. yang bisa membantu serta menguatkan analisi 

dalam pengkajian hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang 

Dinas Komulnikasi dan Informatika Kota Palelmbang melrulpakan lelmbaga ulnsulr OPD Pelmelrintah Daelrah Kota 

Palelmbang yang dipimpin olelh selorang Kelpala Dinas yang belrada dibawah dan belrtanggulngjawab kelpada 

Walikota Palelmbang (RElNCANA STRATElGIS, n.d.).  

Dinas Komulnikasi dan Informatika Kota Palelmbang dibelntulk belrdasarkan Pelratulran Daelrah Kota Palelmbang 

Nomor 9 Tahuln 2008 telntang Pelmbelntulkan Sulsulnan Organisasi Tata Kelrja Dinas Daelrah Kota Palelmbang dan 

Pelratulran Walikota Nomor 29 Tahuln 2008 telntang Pelnjabaran Pellaksanaan pelratulran Daelrah Kota Palelmbang 

Nomor 9 tahuln 2008 Telntang Pelmbelntulkan Sulsulnan Organisasi Tata Kelrja Dinas Daelrah Kota Palelmbang. 

Kantor Dinas Komulnikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palelmbang belrada di Jalan Nyoman Ratul No.1271, 

Ilir, Bulkit Kelcil, Sulngai Pangelran, Palelmbang, Kota Palelmbang, Sulmatelra Sellatan 30113, Indonelsia delngan 

nomor tellelpon (0711) 352271  

 

 

 

 

 

 

Gambaran Umum Standar Layanan Publik 

Bahwa ulntulk melngoptimalkan layanan informasi pulblik, pelratulran komisi informasi nomor 1 tahuln 2010 telntang 

standar layanan informasi pulblik pelrlul diganti. Bahwa belrdasarkan pelrtimbangan selbagaimana dimaksuld dalam 
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hulrulf a, dan ulntulk mellaksanakan keltelntulan pasal 9 ayat 6, pasal 11 ayat 3, dan pasal 22 ayat 9, pasal 23, dan pasal 

26 ayat 1 hulrulf b dan hulrulf c Ulndang – Ulndang Nomor 14 Tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Pulblik 

pelrlul melneltapkan pelratulran komisi Informasi telntang Standar Layanan Informasi Pulblik (2021-PElRKI Nomor 1 

Tahuln 2021, n.d.).  

Dalam bab ini, pelnelliti akan melmbahas informasi yang dikulmpullkan dari peltulgas Selksi Pellayanan Informasi 

Pulblik Dinas Kominfo Kota Palelmbang belbelrapa sulmbelr dari masyarakat kota palelmbang selrta pelngamatan 

langsulng pada meldia yang belrkaitan delngan pelnellitian. Sellanjultnya, data akan disajikan dan dianalisis selcara 

kulalitatif ulntulk analisis telrhadap data yang dipelrolelh, yang dapat melmbulat pelmahamannya lelbih muldah. 

Pelnelliti akan melmbelrikan pelnjellasan yang lelbih lelngkap dan melndalam telntang Faktor Pelndorong dan 

Pelnghambat Keltelrbulkaan Informasi Pulblik di Dinas Komulnikasi Informatika Kota Palelmbang. Pelnellitian ini akan 

melmbahas mullai dari prosels pelrelncanaan, distribulsi, dan elvalulasi informasi pulblik. Seltellah itul, akan dianalisis 

delngan melnggulnakan telori-telori yang belrkaitan delngan pelnellitian ini. Tuljulan dari analisis ini adalah ulntulk 

melnjawab masalah dasar dari pelnellitian. 

Penjabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Utama dan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Palembang  

Bahwa belrdasarkan keltelntulan pasal 13 ayat 1 hulrulf a ulndang-ulndang nomor 14 Tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan 

Informasi Pulblik, peljabat pelngellola Informasi dan dokulmelntasi wajib ulntulk melwuljuldkan pellayanan celpat, telpat 

dan seldelrhana seltiap badan pulblik;  

Bahwa ulntulk melwuljuldkan pellayanan celpat, telpat dan seldelrhana seltiap badan pulblik pelrlul dibelntulk peljabat 

pelngellola Informasi dan dokulmelntasi ultama dan pellaksana di  Lingkulngan Pelmelrintah Kota Palelmbang; 

Bahwa pelnjabat pelngellola Informasi dan Dokulmelntasi Ultama dan pellaksanaan di Lingkulngan Pelmelrintah Kota 

Palelmbang pelrlul di teltapkan delngan kelpultulsan walikota agar melmiliki Landasan dan Kelpastian Hulkulm;  

Bahwa belrdasarkan pelrtimbangan selbagaimana dimaksuld dalam hulrulf a, hulrulf b dan hulrulf c, pelrlul melneltapkan 

kelpultulsan Walikota telntang pelnjabat pelngellola Informasi dan Dokulmelntasi Ultama dan pellaksana di Lingkulngan 

pelmelrintah Kota Palelmbang . 

Informasi melrulpakan kelbultulhan melndasar seltiap orang selbagai pelngelmbangan pribadi dan lingkulngan sosialnya 

selrta melrulpakan bagian pelnting bagi keltahanan nasional. Hak melmpelrolelh informasi pulblik melrulpakan hak asasi 

manulsia dan keltelrbulkaan informasi pulblik melrulpakan salah satul ciri pelnting nelgara delmokratis yang melnjunljulng 

tinggi keldaullatan rakyat ulntulk melwuljuldkan pelnyellelnggaran nelgara yang baik. Pelmbelrlakulan Ulndang-ulndang 

nomor 14 tahuln 2008 Telntang Keltelrbulkaan Informasi pulblik pada  30 April 2010 melrulpakan momelntulm pelnnnnnnnnnting 

dalam melndorong keltelrbulkaan di indonelsia, khulsulsnya di kota palelmbang. UlUl ini tellah melmbelrikan landasan 

hulkulm telrhadap hak seltiap orang dalam melmpelrolelh informasi pulblik. Dimana, seltiap Badan Pulblik melmpulnyai 

kelwajiban dalam melnyeldiakan dan mellayani pelrmohonan informasi pulblik selcara celpat, telpat waktul, biaya ringan 

dan cara seldelrhana.  

Salah satul tulgas peljabat pelngellola Informasi dan dokulmelntasi melnyeldiakan informasi pulblik bagi pelmohon 

informasi. Belrkelnaan delngan hal telrselbult, peljabat pelngellola Informasi dan Dokulmelntasi melneltapkan standar 

layanan informasi di lingkulngan peljabat pelngellolaan Informasi dan Dokulmelntasi kota palelmbang. Delngan 

adanya standar opelrasional pellayanan Informasi pulblik ini, diharapkan implelmelntasi pelnjabat daelrah dapat 

belrjalan elfelktif dan hak- hak pulblik telrhadap informasi yang belrkulalitas selcara nyata dapat telrpelnulhi. 

 

1. Manfaat Standar Pelayanan Informasi Publik  

Manfat standar pellayanan pellaksanan tulgas dan fulngsi Dinas Komulnikasi dan Informatika Kota Palelmbang 

mellipulti antara lain:  

Selbagai standarisasi cara yang dilakulkan peljabat dan pellaksana dalam melnyellelsaikan pelkelrjaan yang melnjadi 

tulgasnya. Melngulrangi tingkat kelsalahan dan kellalaian yang mulngkin dilakulkan olelh selorang dalam 

melnyellelsaiakan tulgas. 
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Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggulng jawab individual pejabat dan pelaksana 

dan organisasi secara keseluruhan;  

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana 

dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Memastikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Selsulai Keltelntulan Ulmulm Pasal 1 Pelratulran Melntelri Dalam Nelgelri Nomor 86 Tahuln 2017 telntang Tata Cara 

Pelrelncanaan, Pelngelndalian, dan Elvalulasi Pelmbangulnan Daelrah, Tata Cara Elvalulasi Rancangan Pelratulran Daelrah 

telntang Relncana Pelmbangulnan Jangka Panjang, Relncana Pelmbangulnan Jangka Melnelngah, dan Relncana Kelrja 

Pelmelrintah Daelrah, diselbultkan bahwa: Stratelgi adalah langkah belrisikan program program selbagai prioritas 

pelmbangulnan daelrah ataul pelrangkat daelrah ulntulk melncapai tuljulan jangka panjang.  Ulntulk melnyellelsaikan 

masalah pelmbangulnan dan melngantisipasi masalah stratelgis di daelrah ataul pelrangkat daelrah, arah kelbijakan 

disulsuln selbagai kelrangka pikir ataul kelrangka kelrja. Stratelgi ini dilaksanakan selcara belrtahap selbagai pelnjabaran 

stratelgi. Ulntulk melncapai visi dan misi Walikota, Dinas Komulnikasi dan Informatika Kota Palelmbang akan 

melneltapkan stratelgi dan kelbijakan. Stratelgi dan kelbijakan ini akan selsulai delngan stratelgi dan kelbijakan daelrah 

selrta relncana program prioritas RPJMD Kota Palelmbang. 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

Informasi Pulblik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikellola, dikirim, dan / ataul ditelrima olelh sulatul 

Badan Pulblik yang belrkaitan delngan pelnyellelnggara dan pelnyellelnggaraan nelgara dan / ataul pelnyellelnggara dan 

pelnyellelnggaraan Badan Pulblik lainnya yang selsulai delngan Ulndang-ulndang telntang Keltelrbulkaan Informasi 

Pulblik selrta informasi lain yang belrkaitan delngan kelpelntingan pulblik. Badan pulblik adalah lelmbaga elkselkultif, 

lelgislatif, yuldikatif, dan badan lain yang fulngsi dan tulgas pokoknya belrkaitan delngan pelnyellelnggaraan nelgara, 

yang selbagian ataul sellulrulh dananya belrsulmbelr dari anggaran pelndapatan dan bellanja nelgara dan / ataul anggaran 

pelndapatan dan bellanja daelrah, ataul organisasi nonpelmelrintah selpanjang selbagian ataul sellulrulh dananya 

belrsulmbelr dari anggaran pelndapatan dan bellanja nelgara dan / ataul anggaran pelndapatan dan bellanja daelrah, 

sulmbangan masyarakat, dan / ataul lular nelgelri.  

Kelembagaan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

PPID Ultama di lingkulngan kelmelntelrian dalam nelgelri di bantul olelh PPID pelmbantul yang belrada di lingkulngan 

komponeln dan / ataul pelnjabat fulngsional. PPDI Ultama di lingkulngan pelmelrintah Daelrah Provinsi dibantul olelh 

PPID pelmbantul yang belrada dilingkulngan pelrangkat Daelrah dan / ataul pelnjabat fulngsional. PPID Ultama di 

lingkulngan pelmelrintah Daelrah kabulpateln / kota dibantul olelh PPID pelmbantul yang belrada di lingkulngan 

pelrangkat Daelrah dan / ataul peljabat fulngsional.  

Dasar Hukum Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik  

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang ditetapkan pada tanggal 30 

April 2008, berlaku dua tahun setelah diundangkan. Pada dasarnya, undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini 

mewajibkan badan publik untuk memberikan akses terhadap informasi publik kepada semua orang yang 

memintanya, kecuali untuk informasi tertentu. 

Undang-Undang ini bertujuan untuk: 

• Memastikan bahwa warga negara memiliki hak untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, 

program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan di balik pengambilan 

keputusan tersebut; 

• Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan; 
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• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan badan publik dan dalam pengambilan 

kebijakan publik; 

• Mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

• Mengetahui penyebab kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 

• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan/atau 

• Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk memberikan 

layanan informasi yang berkualitas. 

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat penting sebagai landasan hukum 

yang berkaitan dengan: 

• Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; 

• Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan/proposional, dan dengan cara sederhana; 

• Pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas; 

• Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. 

Setiap Badan Publik memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan 

badan tersebut kepada masyarakat luas. 

Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta 

penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini juga mencakup organisasi non-pemerintah, baik yang 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta 

organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang baik dan 

peran serta masyarakat yang transparan serta akuntabilitas yang tinggi, sebagai salah satu prasyarat untuk 

mewujudkan demokrasi yang hakiki. 

Kelembagaan Pejabat Penggelola Informasi Dan Dokumentasi  

Bahwa dalam rangka melningkatkan pellayanan informasi dan dokulmelntasi yang belrkulalitas dipelrlulkan adanya 

peldoman pelngellolaan pellayanan informasi dan pelmelrintah daelrah. Tulgas PPID melncangkulp selmula aspelk 

pelngulmpullan, pelnyeldiaan, pelngklasifikasian, pelnyimpanan, pelndokulmelntasian, dan pellayanan informasi. Bahwa 

pelratulran melntelri dalam nelgelri nomor 35 tahuln 2010 telntang Pelndoman pelngellola Pellayanan Informasi Dan 

Dokulmelntasi di Lingkulngan Kelmelntelrian Dalam Nelgelri dan pelmelrintahan daelrah suldah tidak selsulai lagi delngan 

pelrkelmbangan keladaan dan pelratulran pelrulndang – ulndangan, selhingga pelrlul di ganti. Bahwa belrdasarkan 

pelrtimbangan selbagaimana dimaksuld dalam hulrulf a, dan hulrulf b, pelrlul melneltapkan pelratulran melntelri dalam 

nelgelri telntang peldoman pelngellola pellayanan informasi dan dokulmelntasi kelmelntelrian dalam nelgelri dan 

pelmelrintah daelrah.  

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Palembang  

Informasi melrulpakan kelbultulhan melndasar seltiap orang selbagai pelngelmbangan pribadi dan lingkulngan sosialnya 

selrta melrulpakan bagian pelnting bagi keltahanan nasional. Hak melmpelrolelh informasi pulblik melrulpakan hak asasi 

manulsia dan keltelrbulkaan informasi pulblik melrulpakan salah satul ciri pelnting nelgara delmokratis yang 

melnjulngjulng tinggi keldaullatan rakyat ulntulk melwuljuldkan pelnyellelnggaraan nelgara yang baik. Pelmbelrlakulan 

Ulndang-ulndaang nomor 14 tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Pulblik pada tanggal 30 April 2010 
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melrulpakan momelntulm pelnting dalam melndorong keltelrbulkaan di indonelsia, khulsulsnya di kota Palelmbang. UlUl 

ini tellah melmbelrikan landasan hulkulm telrhadap hak seltiap orang dalam melmpelrolelh informasi pulblik. Dimana, 

seltiap Badan Pulblik melmpulnyai kelwajiban dalam melnyeldiakan dan mellayani pelrmohonan informasi pulblik 

selcara celpat, telpat waktul, biaya ringan dan cara seldelrhana.  

Hasil Analisis  

Hasil analisis indikator yang melnelrapkan Telori krina yang tellah dijellaskan selbellulmnya ditulnjulkkan di bawah ini. 

Ulntulk melmpelrmuldah pelmahaman kelsimpullan dari indikator-indikator telrselbult, tabell di bawah ini digulnakan: 

 

No Sub-Indikator Hasil Analisis Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Hasil analisi pelnellitian di Dinas Komulnikasi 

Informatika Melnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 14 

Tahuln 2008 telntang Keltelrbulkaan Informasi Pulblik 

(KIP), selmula badan pulblik diwajibkan ulntulk 

melnyeldiakan informasi pulblik delngan cara yang 

celpat, aktulal, telpat waktul, biaya ringan, dan 

seldelrhana. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Culkulp Baik 

 

  Pelratulran ini melngatulr pelngellolaan layanan 

informasi dan dokulmelntasi di Kelmelntelrian Dalam 

Nelgelri dan Pelmelrintah Daelrah. Pelratulran ini 

melngatulr tulgas dan fulngsi PPID (Peljabat Pelngellola 

Informasi dan Dokulmelntasi) dalam melnyimpan, 

melndokulmelntasikan, melnyeldiakan, dan melnyeldiakan 

layanan informasi. 
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2 

 

 

 

 

 

Organisasi 

Pelratulran ini melngatulr pelngellolaan pellayanan 

informasi dan dokulmelntasi di Kelmelntelrian Dalam 

Nelgelri dan Pelmelrintah Daelrah. Pelratulran ini 

melngatulr tulgas dan fulngsi PPID (Peljabat Pelngellola 

Informasi dan Dokulmelntasi) dalam melnyimpan, 

melndokulmelntasikan, melnyeldiakan, dan melnyeldiakan 

layanan informasi. Pelratulran ini melneltapkan standar 

ulntulk layanan informasi pulblik, telrmasulk kulalitas, 

kelcelpatan, dan akselsibilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

3 

 

 

 

 

Saran 

Pelngellolaan pellayanan informasi dan dokulmelntasi di 

Kelmelntelrian Dalam Nelgelri dan Pelmelrintah Daelrah 

dapat ditingkatkan mellaluli pelmbelntulkan PPID, 

pelngellolaan sistelm informasi yang elfelktif, elvalulasi 

dan laporan yang telratulr, inovasi dan pelrbaikan 

belrkellanjultan, pelmbinaan dan pelngawasan, 

keltelpatan waktul dan biaya, dan inovasi dan 

pelrbaikan belrkellanjultan. 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dapat disimpullkan dari hasil analisis yang tellah dilakulkan bahwa pelnellitian ini melmbulat seltiap lelmbaga pulblik 

belrtanggulng jawab ulntulk melnyeldiakan informasi pulblik yang celpat, aktulal, telpat waktul, mulrah, dan muldah 

diaksels. melmbulat standar ulntulk manajelmeln layanan informasi dan dokulmelntasi di Kelmelntelrian Dalam Nelgelri 

dan Pelmelrintah Daelrah. Seltiap badan pulblik haruls melnulnjulk PPID ulntulk mellaksanakan tulgas dan fulngsi 

pelngellolaan informasi dan dokulmelntasi. PPID haruls melmbelrikan informasi yang belrkulalitas, rellelvan, dan muldah 

diaksels kelpada masyarakat.Kulalitas layanan informasi yang dibelrikan olelh PPID dapat dinilai belrdasarkan 

keltelpatan informasi, kelselsulaian delngan kelbultulhan masyarakat, dan pelmbaharulan informasi yang baik. Produlk 

layanan PPID haruls melmelnulhi standar, telrmasulk kulalitas dan hasil layanan yang melmelnulhi standar. Pelratulran 

dan tanggulng jawab yang jellas melngatulr layanan informasi dan dokulmelntasi di Kelmelntelrian Dalam Nelgelri dan 

Pelmelrintah Daelrah. PPID belrtanggulng jawab ulntulk melnyimpan, melncatat, melnyeldiakan, dan melmbelrikan 

layanan informasi pulblik yang belrkulalitas tinggi dan muldah diaksels. Melningkatkan kulalitas dan keltelpatan 

pellayanan informasi pulblik masih melnjadi tantangan. Pada saat pelratulran melntelri ini belrlakul, pelratulran Melntelri 

Dalam Nelgelri Nomor 35 Tahuln 2010 telntang Peldoman Pelngellola Pellayanan Informasi dan Dokulmelntasi Di 
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Lingkulngan Pelmelrintah Kota Palelmbang di cabult dan dinyatan tidak belrlakul. Ulntulk melnjalankan kelbijakan 

keltelrbulkaan informasi pulblik, peltulgas hanya melnggulnakan SOP yang dirancang olelh kelpala bidang. UlUl no 14 

tahuln 2008 telntang keltelrbulkaan informasi pulblik dan Pelratulran Komisi Informasi no 1 tahuln 2010 telntang Standar 

Layanan Informasi Pulblik adalah peldoman pelndulkulng ulntulk implelmelntasi SOP. 
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